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KOMJSJ PEMJLIHAN UMUM 

KOTA BIMA 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILJHAN UMUM KOTA BIMA 

NOMOR: 01/HK.03. l-Kpt/5272/KPU-Kot/1/2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTABIMA 

KETUA KOM!SI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia 
673/TIK.01-Kpt/03/KPU /lll/2019 

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis 

Nomor 

ten tang 

Jaringan 

Mengingat 

Dokumentasi dan Infonnasi Hukum di lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu 
dibentuk tim Pembina dan tim teknis jaringan 

dokumentasi dan infonnasi hukum dilingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Sima; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4188); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6109); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5149); 
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 82); 
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
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Umum Pemilihan Komisi dan Sekretariat 

Kabupaten/Kota; 
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi 
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
11. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 

Dokumentasi dan lnformasi 
ten tang S tandarisasi Pengelolaan Teknis 

Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); 
12. Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan lnformasi Publik; 
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 
Dokumetasi dan Inforrnasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum; 

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis 
Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di 
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia; 
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor !59/TIK.01- 
Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim 
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

Memperhatikan 1. Surat Ketua Komisi Pernilihan Umum Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 1469 /TI/02.4- 
SD/52/Prov /XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Perihal Pembentukan JDIH KPU Kabupaten/Kota se 

Nusa Tenggara Barat; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bima Nomor 01/PK.01-BA/02/Kota/1/2020 

tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bima; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM 

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTABIMA. 

Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 
Dokumentasi dan lnformasi Hukum di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana 
tercantum dalarn lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU bertugas: 

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi 
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat 

diakses secara cepat dan mudah; 

b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum 

nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah 

satu wujud ketatapemerintahan yang baik, 

akuntabel, transparan, efektif dan efisien; 
c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang hukum; 

d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kapasitas tim 
pengelola; dan 

e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan. 
Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 
Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan 
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KEEMPAT 

---------- 

Komisi Pemiliha Umum Kota Bima dibebankan pada 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kota Bima 

pada tanggal 7 Januari 2020 

KETUA KOMIS! PEMJLIHAN UMUM 

KOTA BIMA, 

ttd. 

MURSALJN 
"Salinan scsuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILL'IAN UMVI,! 

BIMA 
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LAMPI RAN 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTA BIMA 

NO MOR: 

Kat/1/2020 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA 

01 /HK.03.1-Kpt/5272/KPU- 

DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 

UMUM KOTA BIMA 

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1 3 4 
A. TIM PEMBINA 

1. Ketua KPU Kata Bima Ketua Pembina 
2. Anggata KPU Kata Bima Pembina 
3. Anggata KPU Kata Bima Pembina 
4. Anggota KPU Kata Bima Pembina 
5. Anggata KPU Kata Bima Pembina 

B. TIM TEKNIS 

1. Sekretaris KPU Kata Bima Penanggungjawab 
2. Kasubbag Hukum Pimpinan Redaksi/Pelaksana 

Redaksi 

3. Fungsional Umum Sub Bagian Administrator 
Hukum 

Salinan scsuai dengan aslmya 
TARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

BIMA 
�����ub Bagian Hukum 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTA BIMA, 

ttd. 

MURSAL!N 

jdih.kpu.go.id/ntb/bima-kota


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)

